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Kepada: 

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI 

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 

 

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN 

UTARA 

 

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota 

Bawaslu Provinsi Kalimantan utara menyampaikan keterangan 

sebagai berikut: 

 

KETERANGAN TERTULIS BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN 

UTARA ATAS PERMOHONAN PARTAI BERKARYA DENGAN NOMOR 

REGISTER PERKARA 216-07-24/PHPU.DPR-DPD/XVII/2019 

 

1. Keterangan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan 

Utara terkait dengan Pemungutan dan Penghitungan suara  

a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara pada peroses Penghitungan Suara sampai 

dengan rekap di tingkat provinsi tidak terdapat keberatan atau 

kejadian khusus yang di sampaikan oleh partai berkarya; 

Nomor       :  13/K.KU/HK.01.01/VI/2019                Tanjung Selor,  4 Juli 2019 

Lampiran   :   
Perihal       : Keterangan Tertulis Bawaslu 

Provinsi Kalimantan Utara  

terkait Perselisihan Hasil 

Pemilu Anggota DPR, DPD, 

DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota Tahun 2019 

 

 

Jalan Jend. Sudirman RT. 09 RW.03 Tanjung Selor 77212 
Email : bawaslukaltara@gmail.com 
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b. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara tidak menerima atau menemukan laporan 

dugaan pelanggaran yang berkaitan atau berasal dari partai 

berkarya; 

c. Bahwa Bawaslu Povinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara dalam proses 

pengawasan Pemilu Calon Anggota Legislatif, DPR, DPD, 

DPRD Tahun 2019 telah menangani dugaan Temuan dan 

Laporan Pelanggaran Pemilu sebagai berikut: 

Adapun proses Penanganan Pelanggaran oleh Bawaslu 

Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-

Provinsi Kalimantan Utara. sebagai berikut: 

Wilayah Temuan Laporan Bukti 

Bawaslu Provinsi 1 -  (PK. 25.8) 

Kabupaten Bulungan 

11 - (PK.25.1.61) 

(PK.25.1.62) 

(PK.25.1.63) 

(PK.25.1.64) 

(PK.25.1.65) 

(PK.25.1.66) 

(PK.25.1.67) 

(PK.25.1.68) 

(PK.25.1.69) 

(PK.25.1.70)  

(PK.25.1.71) 

 2 (PK.25.1.59) 

(PK.25.1.60) 

 

 

 

 

4 - (PK.25.2.33) 

(PK.25.2.34)  

(PK.25.2.35) 

(PK.25. 2.37) 
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Kabupaten Malinau 3 - (PK.25.2.38)  

(PK.25.2.40) 

(PK.25.2.36) 

1 - (PK.25.2.33) 

5 - (PK.25.2.41) 

(PK.25.2.42) 

(PK.25.2.43) 

(PK.25.2.44) 

(PK.25.2.55) 

Kabupaten Nunukan 
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 (PK.25.3.3)  

(PK.25.3.4)  

(PK.25.3.5)  

(PK.25.3.6)  

(PK.25.3.7) 

(PK.25.3.10) 

(PK.25.3.11) 

 2 (PK.25.3.9)  

(PK.25.3.2) 

Kabupaten Tana 

Tidung 

- 1 (PK 25.4.09) 

Kota Tarakan 7 - (PK25.5.16) 

(PK.25.5.42) 

(PK.25.5.43) 

(PK.25.5.44)  

(PK.25.5.45) 

(PK.25.5.124) 

 

d. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Utara telah 

Menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu, 

sebagaimana diterangkan dalam table dibawah ini: 
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Tabel Penyelesaian Sengketa ( Bukti PK.25.10) 

No. Pemohon Termohon Mediasi Adjudikasi 

1 

Aji Muhammad 

Mirza Wardana 

(DPD 

Perseorangan) 

Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi 

Kaklimantan Utara 

Berhasil  - 

2 

Muhammad Isra 

Ramli (DPD 

Perseorangan) 

Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi 

Kalimantan Utara 

Berhasil - 

3 

Partai Amanat 

Naional (PAN) 

Dr.Arif Hidayat, S.E. 

Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi 

Kalimantan Utara 

Berhasil - 

4 

Partai Nasional 

Demokrat (Nasdem) 

H. Ruddin, S.E. 

Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi 

Kalimantan Utara 

Berhasil - 

5. 

Partai Gerakan 

Indonesia Raya 

(Gerindra) Usman 

Fakih 

Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi 

Kalimantan Utara 

Berhasil - 

6. 

Partai Solidaritas 

Indonesia (DPC 

Kabupaten 

Nunukan) 

Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten 

Nunukan (KPU) 

Berhasil  

 

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan 

Penghitungan Suara, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Berdasarkan hasil pengawasan dan supervisi terhadap 

pengawasan pemungutan dan penghitungan suara 

terdapat beberapa di kabupaten/kota  Potensi PSU 

dengan rincian: 
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Lokasi Uraian Permasalahan 

Kabupaten Tana Tidung  

Tps 10, Desa Tideng Pale, 

Kecamatan Sesayap 

Bahwa terdapat 6 (enam) 

orang pemilih yang memiliki 

KTP-El di luar Kabupaten 

Tana Tidung serta tidak 

terdaftar di DPT atau pun 

DPTB ikut serta memilih 

dalam TPS tersebut (Bukti 

PK.25.14) 

TPS 1 dan 2 desa kujau 

Kecamatan Betayau 

Bahwa Terdapat Pemilih yang 

memiliki KTP-El di luar 

Kabupaten Tana Tidung serta 

tidak terdaftar di DPT atau 

pun DPTB ikut serta memilih 

dalam TPS tersebut (Bukti 

PK.25.15) 

Kota Tarakan 

TPS 9, Kelurahan Selumit 

Pantai Kecamatan Tarakan 

Tengah 

Bahwa terdapat 3 (tiga) orang 

pemilih yang memiliki KTP-El 

di luar kota Tarakan serta 

tidak terdaftar di DPT ataupun 

DPTb ikut serta dalam 

memilih di TPS tersebut 

(Bukti PK.25.16) 

 

TPS 21, kelurahan karang 

anyar, kecamatan tarakan 

barat 

 

Bahwa terdapat pemilih yang 

melakukan pencoblosan 

terhadap surat suara presiden 

dan wakil presiden sebanyak 

2 (dua) kali. Di karenakan 
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kekeliruan KPPS yang tidak 

memberikan surat suara 

DPRD Provinsi kepada 

pemilih tersebut, akan tetapi 

diberikan surat suara 

presiden dan wakil presiden 

sebanyak 2 (dua) buah. 

(Bukti PK.25.17) 

Kabupaten Nunukan  

TPS 1, desa tantatlujuk, 

kecamatan lumbis ogong 

 

Surat Suara presiden dan wakil 

presiden hanya sejumlah 33 

surat suara, yang seharusnya 

berjumlah 81 surat suara 

dengan jumlah DPT 81 pemilih. 

Adapun kekurangan surat suara 

presiden dan wakil presiden 

sebanyak 49 surat suara , 

sehingga terdapat pemilih yang 

tidak dapat memilih presiden 

dan wakil presiden sebanyak 49 

pemilih ditambah dengan 1 DPK 

(Bukti PK.25.18) 

kecamatan sebuku, desa 

apas, tps 1 

 

Surat suara DPD RI yang 

tersedia sebanyak 199 

sementara jumlah pemilih yang 

hadir di TPS 1 desa Apas 

sejumlah 242 pemilih dengan 

jumlah DPT 249 pemilih. 

Sehingga terdapat pemilih yang 

tidak mendapatkan surat suara 

DPD RI sejumlah 43 pemilih. 
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(Bukti PK.25.19) 

kecamatan sebuku, desa 

kekayap tps 1 

 

Surat Suara presiden dan wakil 

presiden sebanyak 124 

sementara jumlah pemilih yang 

hadir di TPS 1 desa Kekayap 

sejumlah 208 pemilih dengan 

jumlah DPT 219, DPTb 2 dan 

DPK 2 pemilih, sehingga 

terdapat pemilih yang tidak 

mendapatkan surat suara 

presiden dan wakil presiden 

sejumlah 86 pemilih ditambah 

DPK sejumlah 2 orang 

(Bukti PK.25.20) 

kecamatan tulin onsoi, desa 

sekikilan tps 3 

 

Surat Suara presiden dan wakil 

presiden berjumlah 151 yang 

seharusnya dengan  246, 

dengan jumlah DPT 246 pemilih. 

Adapun jumlah pemilih yang 

memilih dengan jumlah surat 

suara 4 adalah sebanyak 151 

pemilih karena kekurangan 100 

surat suara presiden dan wakil 

presiden (Bukti PK.25.21) 

 

2) Berdasarkan hasil temuan pengawasan tersebut 

Bawaslu Kabupaten Tana Tidung, Nunukan dan Kota 

Tarakan merekomendasikan untuk melakukan 

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 

kepada KPU; 
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3) Berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten 

kota Kepada KPU , KPU Provinsi Kalimantan Utara 

Menetapkan Jadwal Pelaksanaan PSU berdasarkan 

surat nomor 141/PL.01-SD/65/Prov/IV/2019 : (Bukti 

PK.25.13) 

No Hari/Tanggal Kabupaten/Kota Desa/Kelurahan TPS 

1. Kamis 25 April 2019 Kota Tarakan 
Kel.Selumit 09 

Kel.Karang Anyar 21 

2. Kamis 25 April 2019 
Kabupaten 

Tana Tidung 

Desa Kujau 
01 

02 

Desa Tideng Pale 10 

3. Sabtu 27 April 2019 
Kabupaten 

Nunukan 

Desa Tantalujuk 01 

Desa Apas 01 

Desa Kekayap 01 

Desa Sekikilan 03 

 

 

 

 

a. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan 

Suara 

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan 

kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan 

Perolehan Suara dan tidak ada partai politik atau peserta 

pemilu yang keberatan mengajukan terhadap proses 

rekapitulasi dan penetepan perolehan suara di Provinsi 

Kalimantan Utara (Bukti PK.25.9) 

1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu 

Provinsi Kalimantan Utara rekapitulasi penetapan 

perolehan suara DPR RI dari partai Berkarya tidak 
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ada peserta pemilu yang keberatan terhadap 

penetapan perolehan suara 

2) Adapun Perolehan Suara Partai Berkarya dan Calon 

Anggota DPR RI dari partai berkarya adalah sebagai 

berikut: 

Nama Bulungan Nunukan Malinau Tarakan Tana Tidung Total 

Suara 

Partai Berkarya 318 394 135 648 30 1525 

Dr.EC.Ourida 

Seskania 

302 478 120 827 31 1758 

H.Muh.Asmin Sp 188 344 88 635 26 1281 

Benny Raphael 

Benediktus Kowel 

45 74 32 131 5 287 

 

3) Adapun Perolehan Suara Partai Berkarya dan Calon 

Anggota DPRD Provinsi Dapil 1 (satu) dari partai 

berkarya adalah sebagai berikut: 

Nama Jumlah Suara 

Partai Berkarya 484 

H.Jumain.S.Pi 1941 

H.Andi Lolo,B.cM 212 

Sunarti S 180 

Guntur Pasuloi,S.Pt 386 

Budi Hartanto Soenarto 86 

Mulyani 105 

Syamsul Bahri Madia 263 

Rusma Wati 84 

 

4) Adapun Perolehan Suara Partai Berkarya dan Calon 

Anggota DPRD Provinsi Dapil 2 (dua) dari partai 

berkarya adalah sebagai berikut: 
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Nama Bulungan Tana Tidung Total 

Suara 

Berkarya 220 16 236 

Muh.Yusuf N,SE 136 54 190 

Moch.Aziz Alfatah 75 25 100 

Murniyati 48 8 56 

Salam Sunaryo 47 7 54 

Wiwi Arinati 123 9 132 

 

5) Adapun Perolehan Suara Partai Berkarya dan Calon 

Anggota DPRD Provinsi Dapil 3 (tiga) dari partai 

berkarya adalah sebagai berikut: 

Nama Jumlah Suara 

Berkarya 113 

Marjuki 209 

Djalung 369 

Ria Anjani 141 

6) Adapun Perolehan Suara Partai Berkarya dan 

Calon Anggota DPRD Provinsi Dapil 4 (empat) dari 

partai berkarya adalah sebagai berikut: 

Nama Jumlah Suara 

Partai Berkarya 329 

 

 

2. Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Dalam 

Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD 

Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 

 

2.1. Keterangan Hasil Pengawasan Tahapan Penyusunan, 

Penetapan, dan Perubahan DPT.  
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Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan 

kegiatan pengawasan berupa: 

1) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara Terhadap Penetapan daftar pemilih 

sementara (DPS) tingkat Provinsi yang dilaksanakan 

oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Provinsi 

Kalimantan Utara di Hotel Pangeran Khar  jalan 

Katamso Tanjung selor hilir Kabupaten Bulungan 

pada hari rabu tanggal 20 Juni 2018 tidak ada 

keberatan dari perwakilan dari Peserta Pemilu dan 

Partai Politik dalam penetapan DPS tersebut, KPU 

Provinsi Kalimantan Uatra dalam rapat pleno secara 

terbuka menetapkan DPS Sebanyak 426.200. jiwa 

dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 223.037 jiwa 

dan perempuan sebanyak 203.163 jiwa. dan ini 

sebagaimana di atur dalam ketentua pasal 20 

Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang 

Penyusunan Daftar Pemilihan Dalam negri. (Bukti 

PK.25.22) 

2) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara terhadap penetapan DPT tingkat 

Provinsi Yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 28 

agustus 2018 oleh Komisi Pemilhan Umum ( KPU) 

Provinsi Kalimantan Utara di jalan Katamso Tanjung 

Selor Hilir Kabupaten Bulungan tidak ada partai politik 

atau peserta pemilu yang keberatan terhadap hasil 

penetapan DPT tersebut, ketua KPU kaltara 

Menjelaskan 429.338 jiwa yang masuk di DPT itu 

sendiri tersiri dari 225.091 jiwa pemilih laki-laki dan 

204.247 jiwa pemilih perempuan. Jumlah itu 

gabungan dari 2.173 tempat pemungutan suara (TPS) 
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di 482 desa/kelurahan pada 53 kecamatan di Provinsi 

Kalimantan Utara; (Bukti PK.25.23) 

3) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara terhadap penetapan daftar pemilih 

tetap hasil perbaikan (DPTHP) tingkat provinsi yang 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Kalimantan Utara di jalan Katamso Tanjung 

Selor Hilir Kabupaten Bulungan tidak ada Partai 

Politik atau Peserta Pemilu yang keberatan terhadap 

penetapan tersebut; (Bukti PK.25.24) 

4) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara terhadap penetapan daftar pemilih 

tetap hasil perbaikan (DPTHP 2) tingkat provinsi yang 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Lotus Panaya Kota 

Tarakan tanggal 14 November 2018  tidak ada partai 

politik atau peserta pemilu yang keberatan terhadap 

penetapan tersebut, dengan jumlah pemilih sebanyak 

448.965  dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 

235.665 dan pemilih perempuan berjumlah 213.300 

yang tersebar di 5 kabupaten/kota; ( Bukti PK 25.1)  

5) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara terhadap penetapan daftar pemilih 

tetap hasil perbaikan (DPTHP 3) tingkat provinsi yang 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Kalimantan utara di Hotel Crwon tanggal 3 

April 2019 Tanjung Selor Hilir kabupaten bulungan 

tidak ada partai politik atau peserta pemilu yang 

keberatan terhadap penetapan tersebut, dengan 

jumlah pemilih sebanyak 451.656 dengan rincian 

pemilih laki-laki berjumlah 237.085 pemilih, dan 
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pemilih perempuan berjumlah  214.571 pemilih; ( 

Bukti PK 25.2)  

6) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara terhadap penetapan Daftar Pemilih 

Tambahan  (DPTb)  tingkat provinsi yang 

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Provinsi Kalimantan Utara hari senin tanggal 18 

Februari 2019 di Kota Tarakan tidak ada partai politik 

atau peserta pemilu yang keberatan terhadap 

penetapan tersebut, dengan jumlah pemilih sebanyak 

1.075 Pemilih dengan rincian Pemilih Laki-laki 

berjumlah 695 pemilih dan pemilih perempuan 

berjumlah 380 pemilih tersebar di 260 TPS, 101 Desa/ 

Kelurahan, 38 Kecamatan, dan 5 Kabupaten/Kota; ( 

Bukti PK 25.3)  

7) Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara terhadap penetapan Daftar Pemilih 

Tambahan Tahap 2 (DPTb 2) Tingkat provinsi yang 

dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

Kalimantan Utara pada tanggal 21 Maret 2019 di 

Hotel Crown Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan 

tidak ada partai politik atau peserta pemilu yang 

keberatan terhadap penetapan tersebut, 

sebagaimana yang ditetapkan pada rapat pleno 

terbuka itu ada perubahan data baik data yang masuk 

maupun data yang keluar. Adapun pemilih masuk 

yang mengurus dari daerah asal sebanyak 1.129 

orang sedangkan pemilih masuk yang mengurus di 

daerah tujuan sebanyak 5.583 selain itu, ada juga 

yang pemilih keluar yang mengurus di daerah asal 

sebanyak 1.582 dan pemilih keluar yang mengurus di 

daerah tujuan sebanyak 2.530 orang. 
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2.2. Keterangan Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan 

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan 

penetapan calon Anggota Legislatif Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD) 

Kalimantan Utara, pada tanggal 20 september 2019 

di Kantor Komisi Pemilihan Umum  (KPU) Provinsi 

Kalimantan Utara di Jl. Sengkawit Tanjung Selor 

Kabupaten Bulungan; (Bukti PK.25.4) 

2) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan pengawasan terhadap pendaftaran dan 

penetapan calon Anggota Legislatif Dewan 

Perwakilan Daerah  (DPD) Provinsi Kalimantan 

Utara, pada tanggal 20 september 2018 di kantor 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan 

Utara di Jl. Sengkawit Tanjung Selor, Kabupaten 

Bulungan (Bukti PK.25.5) 

3) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan pengawasan terhadap Hasil Perbaikan 

Penelitian Administrasi dan Syarat Dukungan Calon 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi 

Kalimantan utara, pada tanggal 13 Mei 2019 di 

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi 

Kalimantan Utara di Jl. Sengkawit Tanjung Selor, 

Kabupaten Bulungan ( Bukti PK.25.6) 

4) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan pengawasan terhadap Hasil Verifikasi 

Faktual Syarat Dukungan Calon Anggota Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Kalimantan 

Utara pada tanggal 26 Juni 2018 di Kantor Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Utara 
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di Jl. Sengkawit Tanjung Selor, Kabupaten 

Bulungan dan ada beberapa calon yang masih 

Belum Memenuhi syarat (BMS) ( Bukti PK.25.7) 

2.3. Tahapan Sosialisasi dan Kampanye 

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan pengawasan kegiatan sosialisasi dan 

kampanye peserta pemilu, dengan rincian sebagai berikut : 

1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melakukan 

pengawasan terhadap Kampanye peserta pemilu 

bersama – sama Bawaslu kabupaten / kota yang 

berada di Provinsi Kalimantan Utara; 

2) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Menerima 

1 (satu) Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi 

Pemilu yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten 

Bulungan dengan terlapor calon anggota DPR RI dari 

Partai Gerakan Indonesia Raya (bukti PK.25.8) 

2.4. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu 

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah 

melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Distribusi 

Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan terhadap 

pendistribusian logistik yang dilaksanakan dari Kota 

Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 22 

Februari 2019 Berdasarkan hasil pengawasan 

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara tidak terdapat 

surat suara yang rusak, kurang, ataupun tertukar; 

(Bukti PK.25.25) 

2) Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara logistik tiba di Kabupaten Bulungan 

pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 21.39 Wita 

Logistik dibawa ke kabupaten malinau dan Kabupaten 

Tana Tidung kemudian kembali lagi ke Kabupaten 
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Bulungan pada tanggal 25 pukul 07.29 Wita 

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi 

Kalimantan Utara Logistik Pemilu disimpan di Gudang 

KPU masing-masing Kabupaten serta Logistik Pemilu 

mendapatkan pengamanan dari Kepolisian dan 

Pengawas Kecamatan; (Bukti PK.25.26) 

2.5. Tahapan Masa Tenang 

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Melakukan 

Patroli Pengawasan anti politik uang pada tahapan 

masa tenang berdasarkan surat edaran bawaslu Ri 

Nomor :0711/K.Bawaslu/PM.01.00/3/2019.  Patroli 

pengawasan dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 16 

April 2019 (Bukti PK.25.12) 

 

 

 

 

 

 

Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara ini dibuat 

dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan 

diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti Nuhriyati,SE.,M.Si 

 

 

                     Ketua 

H.Mumaddadah,SH.,MH 

 

 

                     Anggota 

        Makmur,S.Ag 

 

 

                     Anggota 
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    Fadliansyah,SH.,MH 

 

 

                    Anggota 

        Suryani,SE.,M.Pd 

 

 

                     Anggota 


